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ABSTRAK 
Perkawinan beda agama di indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang 
Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam  prakteknya ada cara yang 
biasanya ditempuh pasangan oleh pasangan beda agama salah satunya 
melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri dan mendaftarkan 
perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan  tempat tinggal mereka menurut 
pasal 56 UU No. Tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri 
antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara negara 
Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah  bilamana dilakukan  menurut  
hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan  dan  bagi 
warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan – ketentuan Undang – 
undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di 
wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor 
Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka. 
Kata Kunci : Perkawinan beda agama, di luar negeri . 
 
PENDAHULUAN 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila 
dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani 
kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan 
dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi 
antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa 
lainnya adalah masalah hubungan antara umat beragama. Salah satu persoalan 
dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim 
dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Perkawinan Beda 
Agama”. 
Perkawinan sudah merupakan sunnatullâh yang berlaku secara umum dan 
perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam 
dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke 
generasi berikutnya.( Hilman Hadikusuma,2003:1) 
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Pandangan tentang perkawinan beda agama menurut pandangan agama – 
agama di Indonesia  
1. Agama Islam  
Larangan pernikahan beda agama terdapat dalam  
 QS al-Baqarah : 221  
 
 
 
Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu‟min 
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita  mu‟min) nikah, sebelum habis „iddahnya. Dan 
ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam 
hatimu; maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah 
Pengampun lagi Maha Penyatun. (QS Al-Baqarah:221). 
2. Agama Kristen  
Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya 
kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan 
untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami 
istri tidak seiman. 
3. Agama Katholik 
Menurut Hukum  Kanon Gereja Katholik, ada sejumlah halangan 
yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, 
adanya ikatan nikah  (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara 
fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga 
karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama  (kanon 1086).  
4. Agama Budha  
Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai 
tidak beragama Budha, Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia 
diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara 
agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama 
Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. 
Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai 
diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan 
Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha 
5. Agama Hindu 
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN 
VOL. 1, NO.1, JUNI 2016 
 
 
69 
 
Menurut Dde Pudja, MA “Perkawinan orang yang beragama Hindu 
yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal 
karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut 
Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, 
misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara 
perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak 
dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu”. (1975:53) 
Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang 
keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. 
Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita 
WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar 
beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya 
berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau 
kepercayaan. 
Dalam pandangan beberapa agama tentang perkawinan beda agama itu 
sendiri adalah (a) Agama Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan. Dalam 
Al-Qur‟an dengan tegas jelas dilarang antara orang muslim dengan orang musrik 
sesuai yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah 221. (b) Agama Katholik dalam 
pandangan gereja katholik bahwa perkawinan agama katholik dengan yang bukan 
katholik bukanlah perkawinan ideal. Karena mereka menganggap perkawinan 
sebagai sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). (c ) Agama Protestan pada 
prinsipnya menghendaki penganutnya agar melaksanakan perkawinan dengan 
orang yang seagama, karena tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan 
sehingga akan sulit tercapai kalu suami istri tidak seiman. (d) Agama Hindu tidak 
mengenal perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan 
harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. (e) Agama Budha 
perkawinan antar agama dimana salah sorang calon mempelai tidak beragama 
Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal 
pengesahan perkawinan dilakukan menurut cara agama budha.    
Karena di Indonesia sendiri tidak ada peraturan perkawinan yang mengatur 
perkawinan beda agama, membuat masyarakat  Indonesia memilih 
melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Artikel ini membahas Keabsahan 
Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis.                                                                             
                          
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur 
penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan 
atau ungkapan.Dan melakukan sedikit observasi untuk penambahan data yang 
dilakukan. Dengan kata lain data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran 
informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tata Cara pelaksanaan Perkawinan di luar negeri 
Merujuk pada Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  
menyatakan  : 
1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga 
negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga 
negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang 
berlaku di negara  di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 
warga negara indonesia  tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-
undang ini. 
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah 
indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor 
Pencatatab Perkawinan tempat tinggal mereka. 
 
Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi kependudukan (Adminduk) memungkinkan pasangan berbeda 
agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. 
Pasal 35 (a) berbunyi pencatatan perkawinan berlaku pula bagi 
perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dalam  penjelasan pasal ini 
disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah  
perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. 
Sebelum keluarnya Undang-Undang Adminduk, pasangan beda 
agamanya biasanya menikah di luar negeri untuk menghindari Undang-
undang perkawinan yang melarang pasangan beda agama menikah. Tapi ada 
juga yang memakai cara penundukkan sementara pada salah satu hukum 
agama, yaitu pagi menikah sesuai agama mempelai laki-laki, siangnya 
menikah sesuai dengan agama perempuan. Ini dimungkinkan dengan 
melakukan re-interprestasi pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, sebagaimana sering dilakukan oleh kelompok 
Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and 
Peace (ICRP). 
Pengesahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Administrasi 
Kependudukan menganut beberapa ketentuan tentang perkawinan beda 
agama ini. Undang- undang ini menempatkan peristiwa kependudukan 
seperti peristiwa perkawinan sebagai hak. Berdasarkan Undang-undang ini, 
perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan diluar negeri 
wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang pada negara setempat dan 
dilaporkan  pada Perwakilan RI. Oleh Perwakilan RI, perkawinan tersebut 
dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan, lalu terbitlah Kutipan Akta 
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perkawinan. Kalau pasangan tadi sudah kembali ke Indonesia, suami istri 
yang sudah menikah harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil paling lambat 30 hari setelah tiba di indonesia. 
Pasangan Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri wajib 
mencatatkan dan melaporkanperistiwa perkawinan itu. Jika tidak, pasangan 
tersebut terancam denda administratif. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk 
mengatur besaran denda administratif tersebut. Bahkan Pemda boleh 
menjadikan denda tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). 
Kententuan ini diatur dalam pasal 107 Perpres Nomor 25 Tahun 2008. Salah 
satu daerah yang sudah menerapkan sebagai pendapatan daerah adalah DKI 
Jakarta, melalui Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Restribusi Daerah. 
(ibid, hal 6) 
Perpres ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006. Salah satu hal penting dalam Perpres ini 
adalah administrasi kependudukan bagi pasangan Warga Negara indonesia 
yang menikah di luar negeri. Kini, semakin banyak pasangan Warga Negara 
Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri karena suatu 
alasan tertentu. (Daniel Suganda,2005:5) 
Satu-satunya dasar hukum  tentang  pelaksanaan dan  pengakuan 
perkawinan beda agama adalah  berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Nomor : 1000K/Pdt/1986. Dengan Yurisprudensi Makamah Agung 
tersebut, perkawinan beda agama akan  tetap dilangsungkan dan diakui 
secara hukum. Adapun persyaratannya untuk membuat Surat Tanda Bukti 
laporan perkawinan luar negeri adalah: 
1. Foto Copy Akta perkawinan dari negara tempat melangsungkan 
perkawinan (Translate dilakukan oleh penerjemah tersumpah). 
2. Foto Copy akta kelahiran (Suami dan Isteri) 
3. Foto Copy KK dan KTP 
4. Foto Copy Pasport suami-isteri 
5. Pas photo berwarna 4x6 = 5 lembar (berdampingan) 
 
Pelaporan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri ke 
Kantor Catatan Sipil 
Karena perkawinan beda agama hampir tidak mungkin dilakukan di 
Indonesia, maka cara yang banyak ditemouh pasangan – pasangan yang ingin 
melangsungkan perkawinan terlebih lagi bagi  pasangan yang beragama muslim 
dengan non muslim dan tetap ingin mempertahankan  agamanya  masing –masing 
adalah dengan melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri. Setelah kembali 
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perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman 
mereka. 
Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak melarang perkawinan 
beda agama, juga tidak mengatur dengan tegas tentang perkawinan beda agama. 
Namun pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan ditafsirkan antara pasangan 
yang seagama.Timbul  masalah dengan pasangan  berbeda agama. Walaupuin 
mereka saling mencintai apakah harus memtuskan karena perbedaaan agama 
diantara mereka. Demi meresmikan hubungan kasih mereka dalam suatu 
hubungan perkawinan yang sah, pasangan yang berbeda agama berusaha mencari 
jalan keluar. Jalan yang mereka tempuh akhirnya adalah melangsugkan 
perkawinan di Negara – negara di luar Indonesia yang tidak melarang adanya 
perkawinan beda agama. 
Hal yang banyak  menjadi pertanyaan dari pasal 35 huruf a Undang – Undang 
Administrsi Kependudukan No. 23 tahun 2006 adalah apakah perkawinan beda 
agama yang dicatatkan dengan Penetapan Pengadilan sah menurut Undang – 
Undang No. 1 tahun 1974. 
Menurut ketentuan pasal 21 Undang – Undang No. 1 tahun 1974, Hakim 
mempunyai kewenangan  untuk memutuskan apakah  suatu perkawinan 
bertentangan atau tidak dengan Undang – Undang No. 1 tahun 1974. Apabila 
ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan 
dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dapat dilangsungkan dan 
dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor 
Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut. 
 
KESIMPULAN 
Tidak adanya aturan secara khusus mengenai perkawinan beda agama di 
Indonesia, membuat para pasangan menempuh berbagai cara agar perkawinan 
beda agama dapat berlangsung. Salah satu caranya adalah perkawinan di luar 
negeri. Walaupun secara agama yang berlaku di Indonesia perkawinan beda 
agama itu tidak diperbolehkan, namun dalam kehidupan masyarakat yang 
majemuk ini perkawinan yang menganut beda agama itu ada.  Pasangan beda 
agama yang telah menikah di luar negeri dapat mencatatkan perkawinan di 
Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di tempat tinggalnya.  Pencatatan 
perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil hanya 
memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda 
agama, pencatatan perkawinan tersebut tidak mengalami kendala, ini 
menunjukkan tidak ada persesuaian, antara ketentuan Undang-undang dengan 
apa yang terjadi dalam praktik. Dengan Yurisprudensi Makamah Agung 
tersebut, perkawinan beda agama akan tetap dilangsungkan dan diakui secara 
hukum.Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil 
tetap menerima perdaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan disini bukan dalam 
konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif. 
 
REKOMENDASI 
1. Bagi pemerintah  
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Bagi pemerintah dalam hal ini adalah peraturan perundangan-
undangan mengenai perkawinan beda agama harus lebih tegas agar tidak 
terjadi kekosongan hukum. Kalaupun pada dasarnya menurut Undang-
undang perkawinan pasal 2 perkawinan di kembalikan pada aturan agama 
masing-masing, namun dalam praktiknya masih banyak perkawinan beda 
agama terjadi. 
 
2. Bagi Masyarakat 
Bagi masyarakat dalam hal ini walaupun masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat majemuk.  Di era modern ini tentu kita sebagai masyakat 
majemuk dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, 
mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar 
individunyatidak bisa menghindari  hubungan dengan bermacam-macam 
agama di Indonesia, sehingga hal tersebut memungkin perkawinan beda 
agama. Tapi ada baiknya jika kita menghindari perkawinan beda agama 
karena pada dasarnya berkawinan beda agama dilarang oleh agama.   
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